PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a.

b.

Mengi

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pet ugas Pemasyar akat an nerupakan j abatan fungsi onal ;

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
sebagai Petugas Penmasyarakatan, perlu diberikan tunjangan
sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b
dan dal am rangka neni ngkat kan kesej aht eraan dan produktivitas
kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta sanbil
menunggu ditatanya jabatan fungsional nya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, di pandang perlu
mengat ur Tunj angan Petugas Pemasyarakatan dengan Peraturan
Presi den;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai nana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999
Nonor 169, Tanmbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
3890) ;

Undang- Undang Nonor 12 Tahun 1995 tentang Penmasyarakatan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonmor 77,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3614);
Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 1977 Nonor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 3098) sebagai mana tel ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Penerintah Nonmor 66 Tahun 2005
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 151);
Peraturan Penerintah Nonor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1994 Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3547);

Peraturan Penerintah Nonmor 9 Tahun 2003 tentang Wwenang
Pengangkat an, Pem ndahan, dan Penberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor
15, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4263)
Keput usan Presiden Nonmor 87 Tahun 1999 tentang Runmpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil;



